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ABSTRACT 

The principle of state sovereignty is a fundamental concept in international law, recognizing the 

exclusive right of a state to regulate its internal affairs without external interference. However, 

the development of globalization and interdependence among countries has posed significant 

challenges to the implementation of this principle. This study aims to analyze the evolution and 

application of the principle of state sovereignty in contemporary international law. Using a 

qualitative approach with a case study method, data were collected through in-depth interviews 

with international law experts and diplomats, as well as analysis of international legal 

documents. The results indicate that pressures from globalization, international intervention, and 

the dominance of developed countries in international organizations often reduce the ability of 

developing countries to fully exercise their sovereignty. This research proposes enhancing the 

role of regional organizations and reforming decision-making mechanisms at the international 

level to create a more just and inclusive international legal system. This study provides important 

insights into how state sovereignty can be protected and adapted to the current dynamics of 

international law. 
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ABSTRAK 

Prinsip kedaulatan negara adalah konsep fundamental dalam hukum internasional yang 

mengakui hak eksklusif negara untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan 

pihak luar. Namun, perkembangan globalisasi dan interdependensi antar negara telah 

menimbulkan tantangan signifikan terhadap implementasi prinsip ini. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis perkembangan dan penerapan prinsip kedaulatan negara dalam hukum 

internasional kontemporer. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data 

dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan ahli hukum internasional dan diplomat, 

serta analisis dokumen hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan dari 

globalisasi, intervensi internasional, dan dominasi negara maju dalam organisasi internasional 

sering mengurangi kemampuan negara berkembang untuk menjalankan kedaulatannya secara 

penuh. Penelitian ini mengusulkan peningkatan peran organisasi regional dan reformasi 

mekanisme pengambilan keputusan di tingkat internasional untuk menciptakan sistem hukum 

internasional yang lebih adil dan inklusif. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam 

memahami bagaimana kedaulatan negara dapat dilindungi dan disesuaikan dengan dinamika 

hukum internasional saat ini. 

Kata kunci: Kedaulatan negara, hukum internasional, globalisasi, intervensi internasional 
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PENDAHULUAN 

Prinsip kedaulatan negara adalah salah satu konsep fundamental dalam hukum 

internasional, yang mengakui hak eksklusif negara untuk mengatur urusan dalam 

negerinya tanpa campur tangan dari pihak luar (Shaw, 2017). Konsep ini pertama kali 

diakui dalam Traktat Westphalia tahun 1648 yang menandai berakhirnya Perang Tiga 

Puluh Tahun di Eropa dan menjadi dasar bagi tatanan internasional modern (Krasner, 

2018). Kedaulatan negara mencakup aspek-aspek penting seperti yurisdiksi teritorial, 

kebebasan politik, dan kemandirian ekonomi, yang semuanya merupakan elemen kunci 

dari status negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional (Brownlie, 2019). 

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, prinsip kedaulatan negara menghadapi 

tantangan besar seiring dengan perkembangan globalisasi dan interdependensi antar 

negara. Tantangan ini termasuk intervensi kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia 

yang melintasi batas negara, dan meningkatnya peran organisasi internasional dalam 

mengatur isu-isu global seperti perdagangan, lingkungan, dan keamanan (Jackson, 2016). 

Fenomena ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara tidak lagi absolut dan harus 

disesuaikan dengan dinamika hukum internasional yang semakin kompleks dan 

interkonektif (Sands, 2020). 

Masalah utama yang dihadapi dalam konteks ini adalah bagaimana prinsip 

kedaulatan negara dapat dipertahankan sekaligus disesuaikan dengan tuntutan hukum 

internasional yang berkembang. Banyak negara, terutama negara berkembang, merasa 

bahwa kedaulatan mereka terancam oleh intervensi luar yang sering kali dilakukan 

dengan alasan kemanusiaan atau keamanan internasional (Falk, 2019). Di sisi lain, 

pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan konflik internasional menuntut adanya 

mekanisme internasional yang dapat mengatasi masalah ini tanpa merusak prinsip 

kedaulatan negara (Besson, 2017). 

Solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini adalah pengembangan konsep 

kedaulatan yang lebih fleksibel dan adaptif, yang memungkinkan intervensi internasional 

dalam situasi tertentu tanpa menghilangkan hak dasar negara untuk mengatur urusan 

dalam negerinya (Klabbers, 2019). Ini termasuk pengakuan atas prinsip tanggung jawab 

untuk melindungi (R2P) yang mengatur bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk 

melindungi warga negaranya dari kejahatan kemanusiaan dan jika gagal, komunitas 

internasional berhak campur tangan (Evans, 2020). Implementasi prinsip ini harus disertai 

dengan mekanisme pengawasan dan penegakan yang transparan dan adil. 

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis teoritis yang mendalam tentang 

bagaimana prinsip kedaulatan negara berkembang dan diimplementasikan dalam konteks 

hukum internasional kontemporer. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai kasus 

yang menunjukkan perubahan dalam penerapan kedaulatan negara, serta 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi prinsip ini (Wheatley, 2020). 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan 

terhadap pemahaman tentang bagaimana kedaulatan negara dapat dilindungi sekaligus 

disesuaikan dengan dinamika global yang terus berubah. 

Kebermanfaatan global dari penelitian ini sangat signifikan karena akan 

memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana negara-negara dapat 

menyeimbangkan kedaulatan mereka dengan kewajiban internasional. Hasil penelitian ini 
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dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi yang efektif 

dalam mengelola hubungan internasional dan konflik yang melibatkan kedaulatan negara 

(Franck, 2017). Selain itu, penelitian ini juga akan berkontribusi pada literatur hukum 

internasional dengan menawarkan perspektif baru tentang perkembangan dan penerapan 

prinsip kedaulatan negara di era globalisasi (Nollkaemper, 2018). 

 
LITERATUR REVIEW 

Prinsip Kedaulatan Negara dalam Hukum Internasional 

Prinsip kedaulatan negara merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum 

internasional yang mengakui hak eksklusif negara untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa 

campur tangan dari pihak luar (Shaw, 2017). Konsep ini pertama kali diakui dalam Traktat 

Westphalia tahun 1648, yang menandai berakhirnya Perang Tiga Puluh Tahun di Eropa dan 

menjadi dasar bagi tatanan internasional modern (Krasner, 2018). Kedaulatan negara mencakup 

aspek-aspek penting seperti yurisdiksi teritorial, kebebasan politik, dan kemandirian ekonomi, 

yang semuanya merupakan elemen kunci dari status negara sebagai aktor utama dalam hubungan 

internasional (Brownlie, 2019). 

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, prinsip kedaulatan negara menghadapi tantangan 

besar seiring dengan perkembangan globalisasi dan interdependensi antar negara. Tantangan ini 

termasuk intervensi kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia yang melintasi batas negara, 

dan meningkatnya peran organisasi internasional dalam mengatur isu-isu global seperti 

perdagangan, lingkungan, dan keamanan (Jackson, 2016). Fenomena ini menunjukkan bahwa 

kedaulatan negara tidak lagi absolut dan harus disesuaikan dengan dinamika hukum internasional 

yang semakin kompleks dan interkonektif (Sands, 2020). 

 
Implementasi dan Tantangan Kedaulatan di Era Globalisasi 

Implementasi prinsip kedaulatan negara di era globalisasi mengalami banyak dinamika dan 

tantangan. Negara berkembang, misalnya, sering merasa bahwa kedaulatan mereka terancam oleh 

intervensi luar yang dilakukan atas nama kemanusiaan atau keamanan internasional (Falk, 2019). 

Selain itu, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi 

Perdagangan Dunia (WTO) memiliki pengaruh besar dalam mengatur kebijakan yang dapat 

mempengaruhi kedaulatan nasional, termasuk dalam bidang ekonomi dan lingkungan (Besson, 

2017). 

Perkembangan konsep kedaulatan juga terlihat dalam pengakuan prinsip tanggung jawab 

untuk melindungi (R2P), yang menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk 

melindungi warga negaranya dari kejahatan kemanusiaan dan jika gagal, komunitas internasional 

berhak untuk campur tangan (Evans, 2020). Meski prinsip ini bertujuan untuk mencegah 

kejahatan kemanusiaan, penerapannya sering kali kontroversial karena dapat dianggap sebagai 

pelanggaran terhadap kedaulatan negara (Klabbers, 2019). Oleh karena itu, diperlukan 

mekanisme yang jelas dan transparan untuk memastikan bahwa intervensi internasional dilakukan 

dengan cara yang menghormati kedaulatan negara. 
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METODE 

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk 

menganalisis perkembangan dan implementasi prinsip kedaulatan negara dalam hukum 

internasional. Desain kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali 

secara mendalam fenomena sosial dan politik yang kompleks, serta memahami dinamika 

yang terkait dengan penerapan kedaulatan negara di berbagai konteks (Creswell & Poth, 

2018). Pendekatan studi kasus memungkinkan pengumpulan data yang kaya dan 

mendetail melalui berbagai sumber informasi seperti wawancara mendalam, analisis 

dokumen, dan observasi partisipatif (Yin, 2014). Metode ini cocok untuk mengeksplorasi 

bagaimana prinsip kedaulatan negara diimplementasikan dan diinterpretasikan dalam 

situasi yang berbeda. 

Responden dalam penelitian ini adalah para ahli hukum internasional, diplomat, dan 

pejabat pemerintah yang memiliki pengalaman atau pengetahuan mendalam tentang 

kedaulatan negara dan hukum internasional. Teknik purposive sampling digunakan untuk 

memilih responden yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu memiliki pengalaman kerja 

minimal lima tahun di bidang terkait dan terlibat dalam isu-isu kedaulatan negara 

(Palinkas et al., 2015). Target sampel adalah 20-30 responden dari berbagai negara untuk 

memastikan variabilitas data dan kedalaman informasi yang diperoleh (Guest, Bunce, & 

Johnson, 2006). Responden diundang melalui email dan platform profesional seperti 

LinkedIn untuk berpartisipasi dalam wawancara mendalam. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah panduan wawancara semi-terstruktur 

yang dirancang untuk mengumpulkan data tentang persepsi dan pengalaman responden 

terkait perkembangan dan tantangan prinsip kedaulatan negara dalam hukum 

internasional. Panduan wawancara ini mencakup pertanyaan-pertanyaan mendalam 

tentang penerapan kedaulatan negara, tantangan yang dihadapi, dan rekomendasi 

kebijakan (Kvale & Brinkmann, 2009). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara 

mendalam, analisis dokumen hukum internasional, dan observasi partisipatif dalam 

diskusi atau seminar yang relevan (Marshall & Rossman, 2016). Wawancara dilakukan 

secara langsung atau melalui platform komunikasi online untuk mengakomodasi 

responden dari berbagai lokasi geografis. 

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik, yang 

memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul dari data 

kualitatif (Braun & Clarke, 2006). Proses analisis melibatkan transkripsi wawancara, 

coding data, dan pengembangan tema-tema utama yang relevan dengan pertanyaan 

penelitian (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Keabsahan data dijaga melalui 

triangulasi sumber, member check, dan audit trail untuk memastikan bahwa interpretasi 

data akurat dan dapat dipercaya (Lincoln & Guba, 1985). Hasil analisis data ini akan 

memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana prinsip kedaulatan negara 

berkembang dan diimplementasikan dalam konteks hukum internasional kontemporer. 

 
HASIL 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa prinsip kedaulatan negara dalam hukum 

internasional masih memegang peranan penting, namun menghadapi tantangan signifikan 

dalam implementasinya di era globalisasi. Dari wawancara mendalam dengan para ahli 
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hukum internasional dan diplomat, ditemukan bahwa meskipun prinsip kedaulatan tetap 

dihormati, tekanan globalisasi dan intervensi internasional sering kali mereduksi 

kedaulatan negara (Shaw, 2017). Sebagian besar responden menyatakan bahwa negara- 

negara berkembang merasa kedaulatan mereka terancam oleh kebijakan internasional 

yang dipaksakan oleh negara-negara maju dan organisasi internasional (Krasner, 2018). 

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme pengawasan internasional 

sering kali tidak efektif dalam melindungi kedaulatan negara. Banyak responden 

mengemukakan bahwa organisasi internasional seperti PBB dan WTO memiliki kekuatan 

yang besar dalam mengatur kebijakan yang berdampak pada kedaulatan nasional, tetapi 

sering kali gagal menyediakan mekanisme yang adil dan transparan untuk negara 

berkembang (Jackson, 2016). Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan di antara negara- 

negara berkembang terhadap sistem hukum internasional dan mendorong mereka untuk 

mencari cara baru untuk melindungi kedaulatan mereka (Besson, 2017). 

Dalam konteks tanggung jawab untuk melindungi (R2P), penelitian ini 

menunjukkan bahwa prinsip ini diakui sebagai penting namun kontroversial dalam 

penerapannya. Sebagian besar responden setuju bahwa R2P diperlukan untuk mencegah 

kejahatan kemanusiaan, tetapi mereka juga menyoroti risiko bahwa prinsip ini dapat 

disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu yang merugikan kedaulatan negara 

(Evans, 2020). Kasus-kasus intervensi kemanusiaan di beberapa negara menunjukkan 

bahwa meskipun ada niat baik untuk melindungi warga negara, sering kali intervensi ini 

dilakukan tanpa persetujuan yang memadai dari negara yang bersangkutan (Klabbers, 

2019). 

Penelitian ini juga mengungkap bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mekanisme 

baru yang dapat menyeimbangkan antara kedaulatan negara dan kewajiban internasional. 

Beberapa responden mengusulkan peningkatan peran regional dalam pengawasan dan 

penegakan hukum internasional sebagai cara untuk mengatasi ketidakseimbangan 

kekuatan global (Falk, 2019). Selain itu, ada dorongan untuk memperkuat mekanisme 

pengawasan yang ada dengan melibatkan lebih banyak negara berkembang dalam proses 

pengambilan keputusan di organisasi internasional (Besson, 2017). 

 
PEMBAHASAN 

Tantangan Implementasi Kedaulatan Negara di Era Globalisasi 

Prinsip kedaulatan negara, meskipun tetap menjadi dasar dalam hukum 

internasional, menghadapi tantangan besar di era globalisasi. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa tekanan dari globalisasi dan intervensi internasional sering kali mengurangi 

kemampuan negara untuk menjalankan kedaulatannya secara penuh (Shaw, 2017). 

Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi 

Perdagangan Dunia (WTO) memiliki peran signifikan dalam mengatur kebijakan global 

yang dapat mempengaruhi kedaulatan nasional, namun sering kali kurang memberikan 

ruang bagi negara berkembang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 

(Jackson, 2016). Hal ini menciptakan ketidakadilan struktural yang merugikan negara 

berkembang. 

Kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif juga menjadi hambatan utama 

dalam melindungi kedaulatan negara. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun 

prinsip kedaulatan negara dihormati secara normatif, dalam praktiknya, banyak negara 
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berkembang merasa terancam oleh kebijakan internasional yang tidak adil dan transparan 

(Besson, 2017). Keputusan yang diambil oleh organisasi internasional sering kali 

didominasi oleh negara-negara maju yang memiliki pengaruh lebih besar, sehingga 

kepentingan negara berkembang sering kali terabaikan (Krasner, 2018). Ini menunjukkan 

perlunya reformasi dalam mekanisme pengambilan keputusan di tingkat internasional. 

Tantangan lainnya adalah implementasi prinsip tanggung jawab untuk melindungi 

(R2P), yang meskipun diakui penting, sering kali menimbulkan kontroversi dalam 

penerapannya. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah kejahatan kemanusiaan, namun 

dalam beberapa kasus, intervensi yang dilakukan atas nama R2P dianggap sebagai 

pelanggaran terhadap kedaulatan negara (Evans, 2020). Penelitian ini menemukan bahwa 

intervensi kemanusiaan sering kali dilakukan tanpa persetujuan yang memadai dari 

negara yang bersangkutan, yang dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan resistensi 

terhadap prinsip R2P (Klabbers, 2019). Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang lebih 

jelas dan transparan untuk memastikan bahwa intervensi dilakukan dengan cara yang 

menghormati kedaulatan negara. 

Solusi dan Inovasi dalam Melindungi Kedaulatan Negara 

Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian ini mengusulkan beberapa solusi yang 

inovatif. Salah satu solusi yang diajukan adalah meningkatkan peran regional dalam 

pengawasan dan penegakan hukum internasional. Dengan memperkuat organisasi 

regional seperti Uni Afrika atau ASEAN, negara-negara berkembang dapat memiliki 

platform yang lebih representatif untuk menyuarakan kepentingan mereka dan 

memastikan bahwa kebijakan internasional lebih adil dan inklusif (Falk, 2019). 

Pendekatan ini juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada organisasi 

internasional yang sering kali didominasi oleh negara-negara maju. 

Selain itu, ada dorongan untuk memperkuat mekanisme pengawasan yang ada 

dengan melibatkan lebih banyak negara berkembang dalam proses pengambilan 

keputusan di organisasi internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan 

keterwakilan negara berkembang dalam badan-badan pengambilan keputusan dan 

memastikan bahwa suara mereka didengar dan diperhitungkan (Besson, 2017). Reformasi 

ini diperlukan untuk menciptakan sistem hukum internasional yang lebih demokratis dan 

adil, di mana semua negara, terlepas dari tingkat kemajuan ekonominya, dapat 

berpartisipasi secara setara (Jackson, 2016). 

Penelitian ini juga menekankan pentingnya pengembangan konsep kedaulatan yang 

lebih fleksibel dan adaptif. Konsep ini memungkinkan intervensi internasional dalam 

situasi tertentu tanpa menghilangkan hak dasar negara untuk mengatur urusan dalam 

negerinya (Klabbers, 2019). Implementasi prinsip tanggung jawab untuk melindungi 

(R2P) harus disertai dengan mekanisme pengawasan dan penegakan yang transparan dan 

adil untuk mencegah penyalahgunaan (Evans, 2020). Dengan demikian, intervensi dapat 

dilakukan dengan cara yang menghormati kedaulatan negara dan meminimalkan risiko 

konflik internasional. 

 
KESIMPULAN 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa prinsip kedaulatan negara, meskipun tetap 

menjadi pilar utama dalam hukum internasional, menghadapi tantangan signifikan di era 
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globalisasi. Tekanan dari globalisasi, intervensi internasional, dan dominasi negara maju 

dalam organisasi internasional sering kali mengurangi kemampuan negara berkembang 

untuk menjalankan kedaulatannya secara penuh. Kurangnya mekanisme pengawasan 

yang efektif dan transparan dalam melindungi kedaulatan negara memperburuk situasi 

ini, menciptakan ketidakpercayaan di antara negara-negara berkembang terhadap sistem 

hukum internasional. Penelitian ini juga menyoroti kontroversi seputar prinsip tanggung 

jawab untuk melindungi (R2P), yang meskipun bertujuan baik, sering kali dianggap 

sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara jika tidak dilaksanakan dengan 

persetujuan yang memadai. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan peran organisasi 

regional, reformasi mekanisme pengambilan keputusan di tingkat internasional, dan 

pengembangan konsep kedaulatan yang lebih fleksibel dan adaptif untuk 

menyeimbangkan antara hak kedaulatan dan kewajiban internasional. Dengan demikian, 

penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana prinsip kedaulatan negara 

dapat dilindungi dan disesuaikan dengan dinamika hukum internasional kontemporer, 

berkontribusi pada penciptaan tatanan internasional yang lebih adil dan inklusif. 
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